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VAIIKOTA BATU,

bahwa untuk melestarikan Cagar Budaya, Pemerintah
Daerah turut bertalggung jawab dalam pengaturan
pelindungan, pengembangan, dar pemanfaatan Cagar
Budaya;

bahwa Cagar Budaya berupa benda, bangunan,
struktur, situa, dan kawasan, p€rlu diketola
Pemerintah Daerah denga:: meningkatkan peran serta
masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan
memanfaatkan Cagar Budaya;
bahwa dengan adanya perubahan paradigma
pelestarial Cagar Budaya, diperlukan keseimbangan
aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis
guna men ingkatkan kesejahteraan rakyat;
bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
dan Pelesterian Cagar Budaya;

Undarg-Undang Nomor 11 Tahun 2OOl tentang
Pembentukan Kota Batu (I-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan
Iembaran Negara Republik lndonesia Nornor 41 18);

Undarg-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

b
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sebagaimara telal diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8

tenta-ng Perubahar Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(lembarart Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (kmbaral Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 11, Tambahar L€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09
Nomor 14O Tambahan l-embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

6. Undarg-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negala Republik Indonesia Tahun
2O1O Nomor 130, Tambahan Lembaran Negaja
Republik Indonesia Nomor 5168);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Talun 1995 tentang
Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya
di Museum (L€mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan L€mbaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor 3599);

8- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Talun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
(leubaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 59, Tambahan L€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3838);

9. Peraturarr Pemerintah Nomor 36 Tahun 2OO5 tentang
Peraturan PeLaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (l€mbaran
Negara Republik Indooesia Tahun 2OO5 Nomor 83,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesra
Nomor 4532);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Talun 2005 tentang
Pedoman Pembinaal dan Pengawasan
Penyelenggaraar Pemerintahan Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan l,embaran Negara Nomor 4594);

11. Peraturan Pemerinta-h Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahal
Daerah Kabupaten/Kota (Lemba-rar Negara Republik



Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tanbahan
l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang
Penetapan Kawasan Lindung;

13. PeraturaarMenteri Kebudayaan dan Pa-riwisata Nomor:
PM.49IUM.001/MKP l2OO9 tentang Pedoman
Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs;

14. Keputusan Menteri Pendidikan darl Kebudayaan
Nomor: O87/P/1993 tentang PendaJtararr Benda Cagar
Budaya;

15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: O62/U/ 1995 tentang Pemilikan, Penguasaan,
Pengalihan dan Penghapusar Benda Cagar Budaya
dan/atau Situs;

16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 063lU / 1995 tentang Perlindungan dan
Pemeliharaan Berrda Cagar Budaya;

17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nonor: O64/U/ 1995 tentang Penelitian darl Penetapan
Benda Cagar Budaya dan/atau Situs;

18. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor: KM. 33/ PL.3O3 I MKP / 2OO2 tentang Museum;

19. Peraturan Daera-h Kota Batu Nomor 7 Tahun 2O11

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Ta,hun
20to-2030;

20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011
tentarg Perlindungal, Pelestarian, dan Pengelolaan
Lingkungal Hidup di Kota Batu;

BAB I
NTTETTUA]g I' UM

Palal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengal:
1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintal Daerah adalal Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disebut SKPD adalah satuar ke4'a peraagkat daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Batu.

5. Cagar Budaya adala'l. warisan budaya bersifat
kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan
Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar
Budaya, dal Kawasan Cagal Budaya di darat dan/atau



di air yang perlu dilestarikan keberadaannya kanena
memiliki nilai penting bagi sejarah, itmu pengetahuan,
pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui
proses penetapan .

6. Benda Cagar Budaya adalah benda atam dan/atau
benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak
bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-
bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan
erat dengan kebudayaal dan sejarah perkembangan
manusia.

7. Bangunan Cagar Budaya adalah susuna:r binaan yang
terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia
untuk memenuhi kebutuhan mang berdinding
dan/atau tidal berdinding, dan beratap.

8. StruIrhrr Cagar Budaya adalah susunan binaan yang
terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan
manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan
yang menyatu dengan alam, saiana, dan prasarana
untuk menampung kebutuhan manusia.

9. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di atas
permukaan tarah dan/atau di bawah permukaan tanah
yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan
Cagar Budaya, dar/atau Struktur Cagar Budaya
sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian
pada masa lalu.

10. Kawasan Cagar Budaya ada.lah satuan ruang geografis
yang men liki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang
letaknya bcrdekatan dan/atau memperlihat-kar ciri tata
ruang yaltg khas.

11. Kepemilikan adalEh hak terkuat dan terpenuh terhadap
Cagar Budaya dentan tetap memperhatikan fungsi
sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.

12. Museum adalah lembaga tempat penyimpanan,
perawatan, pengaman,rn dan pemanfaatan benda-benda
material hasil budaya manusia serta alam dan
lingkungannya guna menunjang upaya pelindungan dan
pelestarian kekayaan budaya bangsa.

13. Museum adalah lembaga yang berfungsi metindungi,
mengembangkan, memallaatkan koteksi berupa benda,
bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan
sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya,
dan mengomunikasikarnya kepada masyarakat.

14. Koteksi Museum adalah benda-benda bukti material
hasil budaya manusia serta alaln dan lingkungalnya



yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu
pengetahual dan kebudayaan.

15. Penguasaan adalah pemberian wewelang dari pemilik
kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola Cagar
Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial da-n

kewajibal untuk melestarikannya.
16. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau

bukan ualg dari Pemerintah Daerah.
17. lnsentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan,

atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong
pelestariar Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.

18. Tim AhIi Cagar Budaya adalah kelompok ahti pelestarian
dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifrkat
kompetensi untuk memberikar rekomendasi penetapan,
pemeringkatal, dal penghapusan Cagar Budaya.

19, Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, balgunan,
struktur, lokasi, daa/atau satuan ruang geografis untuk
diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah
Daerah.

20. Penetapan ada.lah pemberian status Cagar Budaya
terhadap benda, bargunan, strukur, lokasi, atau
satuan ruang geografis yang dilakukar oleh Pemerintah
Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahti Cagar
Budaya.

21. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi,
mengembalgkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya
melalui kebiiakan pengaturan perenc€Lnaan,

pelaksanaan, dan pengawasal untuk sebesar-besarnya
kesej ahteraan ralryat.

22. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk
mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan
nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan
memanfaatkannya.

23. Pelindungan adalah upaya mencegah dan
menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau
kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanar,
Pemeliharaar, dan Pemugaran Cagar Budaya.

24. Penyelamatan adala]: upaya menghindarkan dan/atau
menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan,
kehancuran, atau kemusnahan.

25. Pengamana-n adalah upaya menjaga dal mencegah
Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.

26. Pemeliharaaa adalah upaya menjaga dan merawat agar
kondisi hsik Cagar Budaya tetap lestari.



27. Pemugaran adalah upaya pengembalia-n kondisi fisik
Benda Caga-r Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan
Struktur Cagar Budaya yang rusaft sesuai dengan
keaslian balan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik
pen8erjaan untuk memperpanjarlg usianya.

28. Pengembargan adalah peningkatan potensi nilai,
informasi, dan promosi Cagar Budaya serta
pemanfaatarnya melalui Penelitian, Reyitalisasi, dan
Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentanga:r
dengan tujuan PelestErian

29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya
untuk kepentingan sebesat-besarnya kesejahteraal
rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya

30. Kurator adalah orang yang karena kompetensi
kealliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan
koleksi museum.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota Batu.

BAB II
ASAS, fU.IUAIT, DAIT RUAJ{G LII{GKI'P

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya berl,andaskan pada asas:
a. Pancasil,a;

b. Bhinneka Tunggal Ika;
c. Kenusantaraan;
d. Keaditan;

e. Ketertiban dan kepastian hukum;
f. Kemanfaatan;
g. Keberlarjutan;
h. Partisipasi; dar
i. Transparansi dan aluntabilitas

Pasal 3

Pelestarian Caga-r Budaya bertujuan:
a. melestarikal warisan budaya bangsa dan warisan umat

manusia;
b- meningkatl<an, memperkuat kepribadian, harkat dan

martabat bangsa metalui Cagar Budaya.



c

d

mempromosikan warisar budaya bangsa kepada
masyarakat dan untuk meningkatkar kesejahteraan
rakyat; dan
memberikan informasi kepada dunia pendidikan, ilmu
pengetahuan, obyek penelitian dan pengembanga-n

warisan budaya bangsa dan/atau warisan umat
manusia.

Palal 4

Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan,
Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan, Pemeliharaan,
dan Registrasi Cagar Budaya di atas permukaan tana_h

dan/atau di bawah permukaan tanah,

Pasal 5

Benda, bangunan, atau strukur dapat diusutkan sebagai
Benda CaBar Budaya, Bangunal Cagar Budaya, atau
Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:
a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 5O (lima

puluh) talun;
c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan,

pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian

bartgsa; dan
e. mendapatkan pengakuan dari masyarakat setempat

sebagai warisal budaya.

Pasel 6

Benda Cagar Budaya dapat:
a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia

yang dimanfaatl<an oleh manusia, serta sisa-sisa biota
yarg dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia
dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusla;

b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
c. merupakan kesatuan atau kelompok.

BAB III
KRITERIA CAGAR BI'DAYA

Baglan Kesatu
Bend., B.nguna!, dan Stlulrtur



Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat:

a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alarn

SEuktur Cagar Budaya dapat:

a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi

alam.

Pasal 9

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:
a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar

Budaya, dan/atau Stmktur Cagar Budaya; dan
b. menyimpal informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Satuan ruang geografrs dapat ditetapkan sebagai Kawasan

Cagar Budaya apabila:
a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih

yang letaknya berdekatan;
b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia

pa.ling sedikit 50 (Lima puluhl tahun;
c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada

masa lalu berusia paling sedikit 50 (tima puluh) tahun;
d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada

proses pemanfaatan ruang berskala luas;
e. memperlihatkan bukti pembentukan tanskap budaya;

dan
f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung

bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal I

Baglan Kedua
Studl dan KarBsan

Pasal 1O



BAB nI
TUGAS DA.IiI VIMEIiAIiG PEUERIITTAH DAERAII

Pasal 11

(l) Dalam pengelolaal Cagar Budaya, Pemerintah Daerah
mempunyai tugas:
a.mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkal,

serta meningkatkan kesadaran dal tanggung jawab
akan hak dan kewajibal masyarakat dalam
Pengelolaan Cagar Budaya;

b. mengembangkan dan menerapkan kebijalan yang
dapat menjamin terlindunginya dan
termanfaatkannya Cagar Budaya;

c- menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan
Cagar Budaya;

d. menyedia-kaa informasi Cagar Budaya untuk
masyarakat dan dunia pendidikan;

e. menyelenggarakal promosi Cagar Budaya;
I merfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan

pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
g. menyelenggarakan penanggulargar bencara dalam

keadaan dajurat untuk benda, barlgunarr, struldur,
situs, dan kawasan yang telah dinyatakan set agai
Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap
daerah yang mengalami bencana;

h. melakukal pengawasarlJ pemantauan, dalr evaluasi
terhadap Pelesta-rian warisaa budaya; dan

i. mengalokasikan daia bagi kepentingan Pelestarian
Cagar Budaya.

(2) Untuk meLaksanakan tugas s€bagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Daera-h melimpahkan kepada
SKPD di Bidang Kebudayaan.

(31 Untuk melakssnakan tugas sebagaimana dimalsud
pada ayat (1), Pemerintah Derah mempunyai wewenang:
a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
b mengkoordinasikal Pelestarian Cagar Budaya secara

lintas sektor dan wilayah;
c, menghimpun data Cagar Budaya;
d. menetapkan status Cagar Budaya;
e. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar

Budaya;
I mengelola Kawasan Cagar Budaya;
g. mengembangkan keb{akan sumber daya manusia di

bidang kepurbakalaan;



h. memberikan penghargaal kepada setiap orang yang
telah melalukan Pelestarian Cagar Budaya;

i. memindahkal dan/atau menyimpan Cagar Budaya
untuk kepentingan Pengamanan;

j. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
k. menghentikal proses pemanfaatan ruang atau proses

pembangunan yang dapat menyebabkan rusak,
hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh
maupun bagian bagiannya.

(a) Dalam ha-L pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruf d, Pemerintah Daeralr melimpahkan
tugas kepada SKPD di bidang pendidikan.

(5) Dalam menjalarkan tugas sebagaimara dimaksud pada
ayat (4), SKPD di bidang pendidikan menetapkan
kurikulum yang berkaitan dengarr Cagar Budaya.

BA.B V
REGISTRASI CAG/IR BI'DAYA

Baglan Kertu
Pendalltaran

Paeal 12

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar
Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah
Daerah tanpa dipungut biaya.

(2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan
pendaftaran terhadap benda, bargunan, struktur, dan
lokasi yartg diduga sebagai Caga-r Budaya meskipun
tidak memiliki atau menguasainya.

(3) Pemerintah Daerah melal<sanakan pendaftaran CagaJ

Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak
diketahui pemiJiknya.

(4) Hasil pendaftarar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dar ayat (3) dilengkapi dengan deskripsi dan
dokumentasinya.

(5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
yang tidal< didaJtarkan oleh pemiliknya dapat diambil
a-Iih oleh Pemerintah Daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekarisme
pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

diatur dengan Peraturan Walikota.



BAB VI
PEMILIKAII DAI{ PEITGUASAAIT

Pasal l3

Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda
Cagar Budaya, Bangu[an Caga-r Budaya, Struktur Cagar
Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap
memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidal<
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paral 14

Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar
Budaya peringkat daerah, seluruh maupun bagiarr-
bagiannya, kecuali dengan izin Walikota,

Pasal 15

(1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,

dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki
Pemerintah Daerah dapat disimpal dar/atau dirawat di
museum_

(2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan lembaga yang berfungsi melindungi,
mengembangkan, memanfaatkal koleksi berupa benda,
bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan
sebagai Cagar Budaya atau yarg bukan Caga-r Budaya,
dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.

(3) Dalam hal pengadaal museum sebagaimana disebut
pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan lahan,
ba-ngunan museum, dan menyiapkan pengelolanya.

(4) Perlindungan, pengembarganr dan pemanfaatan koleksi
museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di
bawal tanggung jawab pengelola museum.

(5) Da-larn pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), museum wajib memiliki
Kurator.

PEsql 16

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar
Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau
dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib
melaporkannya kepada instalsi yang berwenang di



bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Repubhk
lndonesia, dan/atau instansi terkait.

(2) Setiap orang yang tidak melapor rusalnya Cagar
Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada
instansi yarg berwenang di bidang kebudayaan,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau
instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejal<

diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau
dikuasainya tersebut rusak, dapat diambil a.lih
pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

{l) Cagar Budaya atau benda, bangunan, strul.tur, lokasi,
atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar
Budaya yarg disita oteh Aparat Penegak Hukum
dilarang dimusnahkan atau dilelang.

(2) Cagar Budaya atau benda, bangunarl, struldur, lokasi,
atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar
Budaya yartg disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilindungi oleh Aaparat Penegak Hukum sesuai dengan
ketentuar dalam Peraturan Daerah ini-

(3) Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Aparat Penegak Hukum dapat
meminta bantuan kepada lnstansi yaJrg berwenang di
bidalg kebudayaan.

Passl 18

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar
Budaya berhak memperoleh Kompensasi apabila teta_h

melakukan kewajibarnya melindungi Caga,r Budaya.
(2) Insentif berupa pengura-ngan pajak bumi darr bangunar

dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yanS
telah melakukan Perlindungan Cagar Budaya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Dalam hal pemilik Cagar Budaya tida-k memiliki
kemampual melindungi Cagar Budaya sebagaiman
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat
memberikair bantuan,

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Keputusal Walikota.



BAB VII
TI}I AIILI CAGAR BT'DAYA

Bagl.n Ke3atu
PGmbentukan

Pacal 19

(1) Pemerintah Daeral dapat membentuk Tim Ahli Cagar
Budaya.

(2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bersifat ad hoc.

{3) Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

Baglan Kedua
Neanggotaan

Paeal 2O

Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud
pada pasal 19 ayat (1) terdiri dari:
a. 2 (dua) orang Akademisi;
b. I (satu) orang Budayawan;

c. 1 (satu) orang dari SKPD Bidang Kebudayaan; dan
d. 1 (satu) orang Balai Kepurbakalaan

Baglan Ketlga
Tugas

Pasal 21

Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalamPasal

19 ayat (1) memiliki tugas:

a. melal<ukan penelitian lebih tanjut terhadap temuan
dar/atau hasil pencarian Cagar Budaya yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah, warga masyarakat atau pihal<

lain.
b. menyampaikan hasil penelitian terhadap temuan

darl/ atalu hasil pencarian Cagar Budaya yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah, warga masyarakat atau pihak
lain.

c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah
dalam menetapkan Cagar Budaya.



BAB VItr
PEITEMUAI|, PE CARIAIT, DAIT PEITETAPAIT

Baglan K€istu
Penemuan

Pasal22

(1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga
Benda Cagar Budaya, bargunan yang diduga Bangunan
Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar
Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar
Budaya wajib melaporkannya kepada instansi
yangberwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dar/atau instansi terkait
paling lama 3O (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.

(2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih
oleh Pemerintah Daerah.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), instansi yarg berwenang di bidang kebudayaan
melakukan pengkajian terhadap temuan.

Pasal 23

(1) SeLiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila
benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang
ditemukannya ditetapkar sebagai Cagar Budaya.

(2) Ketentuan lebih tanjut mengenai mekanisme pemberian
kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Walikota.

Baglatr Kedua
Pelcarlan

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melal<ukal pencarian
benda, bangunarr, struktur, dan/atau lokasi yang
diduga sebagai Cagar Budaya.

(2) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar
Budaya dapat dilakukal oleh setiap orang dengan
penggaliar, dan/atau pengangkatan di atas permukaar
tanah dan/atau di bawah permukaan tanah.



(31 Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui penelitian
dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau
penguasaan lokasi.

(4) Setiap orang dilarang melakukan pencarial Cagar
Budaya atau yarrg diduga Cagar Budaya dengan
penggalian, dan/atau pengangkatan di atas permukaan
tanah dan/atau di bawah permukaan tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan
izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Baglan Ketlga
Penetapan

Pasal 25

(I) Walikota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya
paling larna tiga puluh (30) hari setelah rekomendasi
dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatal<an bahwa
benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan
ruang geografis yarg didaftarkan layak sebagai Cagar
Budaya;

(2) Setetah tercatat dalarn registrasi Cagar Budaya, pemilik
Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum
berupa:
1. Surat keterangan status Cagar Budaya; dan
2. Surat keterangan kepemilikan Cagar Budaya

berdasarkan bukti yang sah.
(3) Walikota menyampaikan hasil penetapan kepada

Pemerintah Propinsi dan selarjutnya diteruskan kepada
Pemerintah.

BA3 TX

PELESTARIAIT

Bsliaa Kolatu
UmuEr

Pasal 26

(1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkar hasil
studi kelayalar yang dapat dipertanggungiawabkan
secara akademis, teknis, dan adminiskatif.

(2) Tata cara pelestarian Cagar Budaya harus
mempertimbangkan kemungkinai dilakukannya
pengemba-lian pada kondisi awal seperti sebelum adalya
kegiatan.



(3) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan

pendokumentasiain sebelum dilakukan kegiatan yang

menyebabkan tedadinya peruba-han keasliannya.

B.glan Kedua
Penyelamat.n

Paeal2T

(1) Setiap orang berhak melakukan penyelamatan Cagar

Budaya yang dimiliki dar/atau yang dikuasai dalam

keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan
tindakan penyelamatan.

(2) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukal untuk:
a. mencegah kerusakan karena factor manusia

dan/atau atam yang mengalibatkar berubahnya

keastian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan

b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan

dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang

bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undarrgal.

Baglan Ketlga
PeogamatraD

Pasal 28

(1) Pengalrranalr Cagar Budaya dilakukal untuk menjaga

dan mencegah agar Cagar Budaya tidak hilang, rusak,

harcur, atau musnah.
(2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) merupakan kewajiban pemilik dan/atau
yang menguasainya.

Pasal 29

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimalsud dalam

Pasal 2A harus memperhatikan pemarfaatan bagl

kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu

pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.



Pasal 3O

(1) Setiap orang dilarang memindahkan dan/atau
memisahkan Cagar Budaya baik seluruh maupun

bagian-bagiannya kecuali dengan izin Walikota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Wa.hkota.

Pasal 3l

(1) Cagar Budayabaik seluruh maupun bagian-bagiarnya
hanya dapat dibawa keluar kota untuk kepentingal
penelitian promosi kebudayaan dar/atau pameran.

(2) Setiap orang dilarang memtrawa benda Cagar Budaya

sebagaimala dimaksud pada ayat (1) kecuali dengart

izin walikota.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin

eebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Walikota.

Bag[a! Keempat
Zato,,al

Pasal 32

(1) Perlindungan Cagar Budaya dilakukar dengan

menetapkal batas-bataskeluasannya dal pemarfaatan

ruang melalui sistem Z,onasi berdasarkal hasil kajian.
(2) Sistem Z,onasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3) Pemanfaatan hna pad.a Cagar Budaya dapat dilakukan

untuk tujuan rekreasi, edukatif, apresiasi,

perlind ungan, dan/atau retigi.

Baglan Kellma
Pemellhassen

Pasal 33

(1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang

dimiliki dan/ atau dikuasainya.
(2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan cara merawat Cagar



Budaya untuk mencegah daII menanggulangi kerusakErn

akibat pengaruh alarn dan/atau perbuatan manusia,
(3) Pemerintah DaeraI dapat menga-ngkat atau

menempatkan Juru Pelihara untuk melakukan
perawatar Cagar Budaya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Cagar
Budaya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagla8 Keenam
Pemugaran

Pa8al 34

(1) Pemugaran bangunan Cagar Budaya dan struktur Caga-r

Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan
kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat
dan atau mengawetkannyamelalui pekeqaaan

rekontruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi.
(2) Pemugarar Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus memperhatikan:
a. keaslian bahan, bentuk, tata tetak, gaya dan/atau

teknologi pengeiaan;
b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil

mungkin;
c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak

bersifat merusak; dan
d. kompetensi pelaksana di bidarg pemugaran.

(3) Pemugarar harus dimungkinkan, dilakukannya
penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap
memperlimbangka[ keamaran masyarakat dar
keselamatan Cagar Budaya.

(a) Dalam hal pemugaran yang menimbulkan dampak
terhadap Lingkungan sosia.l dan lingkungan fisik,
terlebih dahulu harus dilakukar analisis dampak
lingkungal sesuai dengar ketentuan Peratura-n

Perundang undangan.
(5) Pemugaran bangunan Cagar Budaya dan struktur

budaya wajib memperoleh izin Walikota.
(6) Ketentuan lebih la-njut mengenai pemugaran Caga-r

Budaya diatur dengan Peraturan Walikota.



Pasal 35

(1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan
memperhatikar prinsip kemanfaatan, keamanan,
keterawatan, keaslian, darr nilai-nilai yang melekat
padanya..

(21 Setiap orang dapat melal(ukarl pengembangan Cagar
Budaya setelah mendapat:
a. Izin Walikota;
b. Izin pemiLik dan/atau yang menguasai Cagar

Budaya.
(3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana pada ayat

(1) dan (2)dapat diarahkan untuk memacu
pengembangan ekonomi yalg hasilnya digunakan untuk
pemeliharaan Cagar Budaya dan kesejahteraan
masyara [(at.

(4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus
disertai pendokumentasian.

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat
memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan
agarna, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan,
kebudayaarr dan parawisata.

(2) Setiap orang yang akar memanfaatkan Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mendapatlan izin dari Walikota atau pejabat yang
ditunjuk.

BAB X
PERAIT SERTA UASYARANA^T

Pasal 37

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalarn pengelotaarr
Cagar Budaya.

{2) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Cagar
Budaya sebagaimara dimaksud pada ayat (1) dapat
diLakukal dengan cara:

Bagtar Kotqruh
Pengembengan

Baglan Kedelapan
Pomaafaatan



(1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung
jawab bersama antara Pemerintah Daerah da.n
masyarakat.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasat
dari:
a. Anggarar Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Hasil pemalfaatan Caga-r Budaya; dan/atau
c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAA XI
PEITDNTAAI{

BAB XII
PEUBINAAIT DA.II PENGAWASAX

Pasal 39

(1) Walikota melakukan pembinaar darl pengawasan
terhadap kegiatan pengelolaan Cagar Budaya.

(2) Dalam melaksanakal pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I l, Wa_likota dapat
membentuk Tim Pembina dan Pengawas Cagar Budaya.

(3) Tim Pembina dan Pengawas Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 beranggota-kan:
a. satu (1) orang dari SKPD di bidang kebudayaan;
b. satu (1) orang dari SIGD di bidang pendidikan;
c. satu (1) orang dari budayawan; dan
d. dua (2) orang dari pemerhati Cagar Budaya.

(4) Tim Pembina dan Pengawas Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bertugas:
a. melakukan pembinaan terhadap pemilik dan/atau

pihak yang menguasai Cagar Budaya;

a. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan
pengelolaan Cagar Budaya;

b. menjaga ketestarian Cagar Budaya;
c. mencegah dan menanggulalgi kerusakan Cagar

Budaya.
(3) Ketentuan tebih lanjut mengenai tata cara peran serta

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38



PaE l4O

(l) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 12 ayat
(1), Pas€I 16 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), darl pasal 36
ayat (2) dalaD Peraturan Daerah ini dikenakal salksi
administratif.

(2) Sarksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) meliputi:
a. teguran tertulis;
b. daya paksapolisional;
c. denda administrasi;
d. pencabutal izin.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)., dapat dikenakan secara:
a. bertahap;
b. bebas; dan
c kumuLatif.

b. melakukan pengawasan terhadap pemilik dan/atau
pihak yang menguasai Cagar Budaya; dan

c. memberikan rekomendasi mengenai tindak larjut
hasil pembinaaa dan pengawasan kepada Walikota.

BAA 
'(IVI(ETEI{TUAX PEITYIDITAIT

Pasal 41

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintal Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak pidana di
bidang pengelolaan Cagar Budaya, sebagaimana
dimaksud dalarn Undang-Undalg Hukum Acara pidana

(2) Wewenang Penydik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adatah:
a. menerima laporan dan pengaduar dari seseorang

tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
b. melakukan tirdakan pertama di tempat kejadiar

perkara;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka daII

memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. mel,akuka-n penggeledahan dan penyitaa-n;
e. melakukan pemeriksaan dan penltaan terhadap

barang bukti tindal pidana Cagar Budaya;
f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
g. memanggil darl memeriksa tersangka dan/atau saksi;

BAB XIII
SAITKSI AI)UIIIISTRASI



h. mendatangkan seoraag ahli yalg diperlukar dalam
hubungalnya dengan pemeriksaan perkara;

i. membuat dan menandatargani berita acara; dan
j. menSadakan penghentian penyidikan apabila tidak

terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana
di bidang Cagar Budaya.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud padaayat (1),

diberitahukan dimulainya penyidikar dan
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisiar Republik
Inndonesia, sesuai dengan ketentuan yarlg diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETEI{TUAI{ PIDAI{A

PEsal 43

Setiap orarg yalg dengan sengaja tidak melaporkal Cagar
Budaya uang dftriliki dan/atau dikuasainya hilang, rusak,
atau musnah sebagaimana dimaksud pasa.l 16 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling tama 3 (tiga) bulan
dan/atau denda paling banyakRp500.000 000,00 (lima ratus
juta rupiah).

Pesal 44

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan
sebagaimana dimaksud da.lamPasal 22 ayat ll) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) talun dan/atau
denda paling banyak Rp5OO.OO0.OO0,OO (lima ratus juta
rupiah).

Pa.al 45

Setiap orang yarg tanpa izin Pemerintah Daerah melakukar
pencariaa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada pasal

24 eyat 14) dipidana dengal pidana penjara pa-ting singkat 3
(tigalbulan darr pa-ting lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh

Pasal 42

Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar
Budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan yang
paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda palirg sedikit
Rp50.000.000,00 (tima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp 1-500.000.0OO,OO (satu miliar lima ratus juta rupiah).



juta rupiai) dan paling banyak Rp1.000.00O.000,00 (satu
miliar rupiah),

Pa!.I 46

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalalg-
halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya
sebagaimana dtnaksud pada pasal 26 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda
paling sedikit Rp10.0O0.0O0,00 (sepuluh juta mpiah) dan
paling banyal< Rp5O0.000.000,0O (lima ratus juta rupiah).

Pacal 47

Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayar (2) dipidara
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
pa.ling lama l5 (lima belas) ta-hun dan/atau denda paling
sedikit Rp500.0O0.O00,00(Uma ratus juta rupiah) darl paling
banyak Rp5.0OO.O00.000,0O (lima miliar rupiah).

Pasel 48

Pasal 49

Setiap orang yang tanpa izin Walikota membawa Cagar
Budaya ke luar wil,ayah kota sehegpimana dimaksud pada
pasal 31 ayat (2) d.ipidane derrgan pidana penjara paling
le'ne 2 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit
Rpl.0OO.fi)O,0O (setu juta rupiah) dan paling banyak
Rp10O.0OO.OOO.,OO (satu juta rupiahl.

BAA XVt
XETEI{TUAIT PERA.LIHAIT

Paeal 5O

(1) Seluruh benda, bangunal, struldur, atau lokasi yang
telah dida-ftar oleh SKPD di bidang Pariwisata da-n

Budaya, sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini
Ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Setiap orang yang tanpa izin Walikota memindahkal Cagar
Budaya sebagaimana dima-ksud pada pasal 30 ayat (1)

dipidara dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
bulan dan paling Iama 2 (dua) tahun dan/atau denda pating
sedikit Rp 1OO.OOO.000,00 (seratu8 juta rupiah) dar paling
banyak Rp 1.000.000.000.,OO (satu miliar rupiah).



(1) Seluruh benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang
telah didaltar oteh SKPD di bidang Pariwisata dan
Budaya, sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
Ditetapkan s€bagai Cagar Budaya.

(2) Seluruh benda, bangunan, struldur, atau lokasi yang
telah didaftar oleh SKPD di bidang Budaya s€bagairrmrla
dimaksud pada ayat (l), tercantum dalam Lampiran I
(satu) dan merupakan bagian yang ddak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

(3) Sekurarg-kurangnya dalam waktu 1 (satu) talun
setelah museum tersedia, Peme.intah Daerah wajib
mengupayakan pengembalian benda Cagar Budaya yang
berasal dari Kota Batu yang dikuasai oleh pihak lain
yang berada di luar Kota Batu.

BAB XVII
KETEITTUAI{ PEITUTI'P

Peeal 5l

Hal-hal yang belum diatur da.lam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai pelaksalaannya akan diatur tebih
lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berla_ku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
penguindangan Peraturan Daerah ini dengan
p€nempatannya dalam Ijmbaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu

pada tansral 2014

VAI,IXOTA BATU,

EDDY RIIMPOKO

Diundangkan di Batu,
pada tanggai 1T November 2017

DAERAII ROTA BATU
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PERATURAi{ DAIR,1I1 II{I DIi{YAIAIfiN SAH

AI,WI
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